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RINGKASAN EKSEKUTIF

Perta mbangan merupakan sektor primadona investasi di Kalimantan Barat selain
perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Hal itu tergambar dengan
fakta bahwa dari 14,6 juta hektar luas wilayah Kalimantan Barat, izin tambang telah

mencapai 5,4 juta hektar . Sedangkan sawit 4,4 juta hektar dan HTI seluas 2,4 juta
hektar.

Kalimantan Barat memiliki sumberdaya tambang i khususnya bauksit - terbesar di
Indonesia dengan potensi mencapai 3.268.533.344 ton. Besarnya potensi
pertambangan tersebut memicu maraknya iz in yang dikeluarkan pemerintah
kabupaten dan provinsi yang berakibat pada buruknya tata kelola pertambangan.
Pelanggaran prosedur perizinan, tunggakan pajak | andren t, tumpang tindih konsesi,
beroperasi secara illegal di kawasan hutan dan konservasi, serta kerusakan
lingkungan adalah sederet potret karut -marut pertambangan di Kalimantan Barat.

Karut -marutnya tata kelola pertambangan itulah yang menjadi dasar penetapan
Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah pantauan Koordinasi dan Supervisi
(Korsup) Miner ba KPK. Upaya evaluasi dan perbaikan tata kelola pertambangan di
Kalimantan Barat oleh Korsup Minerba KPK bersama Kementerian ESDM dan
Pemerintah Daerah ternyata tidak menunjukkan perubahan signifikan. Faktanya,

bahkan setelah penetapan status IUP Clean an d Clear ( CnC) oleh Kementerian ESDM
masih ditemukan tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung dan kawasan
konservasi. Sementara di hutan produksi ditemukan IUP CnC yang tidak memiliki

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Selain itu, juga banyak dite mukan tumpang tindih ITUP CnC dengan komoditas
lainnya seperti HTI dan IUP serta HGU Perkebunan Sawit. Belum lagi secara faktual

terlihat adanya aktivitas pembukaan tambang oleh IUP CnC didalam kawasan hutan.

Dengan kata lain, IUP Minerba yang ditemukan ber masalah tersebut justru telah
mendapatkan status CnC. Setelah dilakukan evaluasi dan penertiban izin dalam

skema Korsup Minerba, terjadi pengurangan IUP. Namun analisis spasial Eyes on the
Forest (EoF) Jaringan Kalbar menemukan fakta . luasan konsesi pertam  bangan justru
bertambah.

Dalam rangka upaya perbaikan tata kelola pertambangan, diperlukan upaya
penertiban dan langkah hukum yang tegas demi mencegah perlanggaran yang lebih
luas, rusaknya lingkungan serta kerugian negara yang lebih besar

Kata kunci: Pe rtambangan, IUP, CnC, Korsup Minerba, Tumpang Tindih, Kawasan
Hutan, spasial
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LATAR BELAKANG

Pertambangan merupakan sektor utama kebijakan inve stasi di Kalimantan Barat.
Dari 3 (tiga) sektor strategis inve stasi berbasis hutan dan lahan yakni sa wit,
tambang dan HTI, izin tambang telah men yedot lahan seluas 5.074.338 hektar dari
14,6 juta hektar luas w ilayah Kalimantan Barat. Bahkan tercatat 721 perusahaan
pemegang konsesi pertamban  gan tersebut telah menguasai 37 persen dari luas
wilayah ( Distamb en Kalbar,2012 ). Komoditas tambang yang banyak menarik minat
investor swasta lokal, nasional dan internasional serta BUMN di Kalimantan Barat

adalah Bauksit. Data pemerintah menggambarkan bahwa Kalbar memiliki

sumberdaya Bauksit terbesar di Indonesia, menc apai 3.268.533.344 ton.
Konsentrasi kandungan Bauksit tersebut berada di antara wilayah Ketapang dan
Sanggau . (Kajian Kebijakan Pengembangan Industri Mineral sebagai Kawasan

Ekonomi Khusus, Pusat Data & Informasi ESDM, 2012) . Banyaknya izin
pertambangan ya ng dikeluarkan pemerintah kabupaten dan provinsi tersebut telah

mengakibatkan buruknya tata kelola pertambangan. Pelanggaran prosedur
perizinan, tunggakan pajak landrent, tumpang tindih konsesi, beroperasi secara

illegal di kawasan hutan dan konservasi, se rta kerusakan li ngkungan adalah sederet
potret k arut - marut pertambangan di Kalimantan Barat.

Komoditas Komoditas Tambang Kalbar

pertambangan meliputi Bauksit,
Batu bara, Emas, Zircon,
Pasir Besi, andesit, bal | clay,
antimoni dsb. Di

Kalimantan Barat Bauksit
menjadi komoditas anda lan
dengan total 156 IUP seluas
1.746.991 ha atau 33,4 persen
dari total izin. Bauksit

merupakan sumber bahan
baku utama  untuk

alumunium yang

merupakan produk turunan
industri  logam  dan turunan
lainnya . Setidaknya terdapat
198 produk turunan dari
industri chemical . Potensi
bauksit  terbesar di Indonesia
berada di Kalimantan Barat.
Dalam periode 5 tahun sejak
Undang -Undang Minerba
Nomor 4 Tahun 2009 dikeluarkan hingga tahun 2013, Indonesia menjadi pengekspor
bauksit nomor satu dunia dengan tujuan utama China. Setelah adanya pelara ngan
ekspor bahan mentah, sebag ian besar pertambangan bauksit di Kal imantan Barat
berhenti beroperasi. Perusahaan pemegang IUP diwajibkan membangun  smelter
yang menjadi mandat pokok dari UU Minerba paling lama tahun 2014 atau lima

tahun sejak UU Minerba ditetapkan . Beleid tersebut dimaksudkan untuk
meningkatkan nilai tambah dalam pengelolahan produksi minerba dengan
membangun industri h ilir. Dari segi ekonomi, ekspor bahan mentah justru
menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan dari paj ak iuran tetap
(landrent ) dan royalt i. Sementara dari aspek lingkungan terjadi eksploitasi besar -
besaran yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Belum lagi dampak so sial

hancurnya kearifan lokal masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya
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alam.  Karut -marutnya pengelolaan pertambangan tidak hanya  menyebabkan
negara kehilangan pendapatan , tetapi juga kerusakan lingkungan dan berpotensi
memicu konflik sosial.

Penguasa Tambang Kalbar Dalam
Company upaya

W AnTAM

[ CITA MINERAL INVESTINDO TBK. perbaikan
W cokaL LMITED tata kelola

Il NDIKA ENERGY Tbk
[l nooMUDA GROUP sektor

[l RESOURCES ALAM INDONESIA Thk. pertam bang
an, KPK
melak ukan
upaya
pencega han
terhadap
tindak
pidana
korupsi
dengan
melakukan
kegiatan
koordinasi
dan
supervisi
atas
pengelolaan e
pertambang
an mineral
dan batubara di 12 provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk mengawal perbaikan sistem dan
kebijakan pengelolaan P endapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batubara.
Selain itu, Korsup Minerba juga mendorong adanya kepastian hukum terhadap
penguasaan dan pengelolaan sektor pertambangan.

Pasca evaluasi Korsup Minerba, terjadi pengurangan jumlah IUP Pertambangan di
Kalimantan Barat. Pa da tahun 2012 tercatat 721 IUP dengan luas 5.074.338 hektar,
sementara pada tahun 2013 terjadi penambahan menjadi 813 IUP. Pasca
dilakukannya Korsup Minerba, pada tahun 2014 terjadi pengurangan menjadi 707

IUP dan selanjutnya dikurangi lagi menjadi 690 IUP pada tahun yang sama. Jika
dibandingkan luasan konsesi pertambangan dari tahun 2012 dengan tahun 2014

pasca Korsup Minerba, jumlah izin memang berkurang, namun total luasan konsesi
bertambah menjadi 5.462.289 hektar. Berdasarkan data yang dirilis pada ta hun
2014 tersebut, dari total 690 IUP terdapat 318 IUP seluas 2.413.393 Ha yang
dinyatakan CnC, dan sisanya 372 IUP seluas 3.048.895 Ha belum CnC ( Distamben
Kalbar, 2014 ). Setelah ditelaah lebih lanjut dengan analisis
spasial, ditemukan bahwa bahkan IUP y ang telah CnC masih
tumpang tindih dengan kawasan hutan.

_ KENAPA HARUS CnC  ?

Kebijakan penataan perizinan sektor pertambangan telah di
mulai sejak tahun 2011 merupakan mandat UU Minerba
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Nomor 4 tahun 2009 dan PP No mor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keg iatan

Usaha P ertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu mandatnya adalah
melakukan evaluasi  penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) melalui mekanisme
Sertifikasi ClI ean and Clear (CnC). Mekanisme ini merupakan salah satu syarat bagi

perusahaan pemegang |  UP untuk mendapatkan rekomendasi ekportir terdaftar (ET).

Berdasarkan Permen ESDM No mor 43 T ahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi
Penerbitan Izin Usaha  Pertambangan Mine rba disebutkan bahwa  kriteria CnC terdiri
atas 5 bagian sebagaimana digambarkan dalam b agan di atas. Kriteria administratif
meliputi perizinan; pengajuan, perpanjangan, peningkatan status dan penciutan izin.

Kriteria Kewilayahan meliputi tumpang tindih izin dan kesesuaian lokasi izin. Kriteria

teknis meliputi laporan eksplorasi bagi pemegang IUP eksplorasi dan laporan
eksplorasi dan studi kelayakan bagi pemegang IUP memasuki tahapan operasi
produksi. Kriteria lingkungan meliputi kelengkapan dokumen lingkungan. Kriteria

Finansial meliputi pemenuhan kewajiban pembayaran iuran tetap bagi pemegan g
IUP eksplorasi dan pembayaran iuran tetap dan royalti bagi pemegang IUP operasi

produksi.

Dalam prakteknya , banyak pemegang IUP yang mendapatkan CnC menjalankan
usahanya secara tidak prosedural, abai tehadap peraturan perundang -undangan
dan tata kel ola pertambang an yang baik (good mining practices) . Realitas ini
mengggambarkan bahwa CnC sebagai salah satu solusi dalam mendorong perbaikan

tata kelola pertambangan justru dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk lepas dari
jeratan hukum

Berdasarkan anali sis spasial terhadap data Dinas ESDM Provinsi Kalbar tahun 2014

dan Data IPPKH KemenLHK tahun 2015 , ditemukan  sebanyak 387 IUP seluas
2.062.121,53 hektar tumpang tindih dalam kawasan hutan . Tumpang tindih tersebut
mencakup Hutan Konservasi seluas 2.284 hektar, Hutan Lindung 130.830 hektar ,
Hutan Produksi 957.127 hektar , Hutan Produksi Terbatas 912.343 hektar dan Hutan
Produksi Konversi 59.537 hektar . Temuan lainnya menunjukkan bahwa hanya 12
IUP yang berada di Hutan Produksi telah memiliki IPPKH. Dari 12 pe rusahaan
tersebut diantaranya 11 pemegang |UP operasi produksi seluas 18.293,66 hektar
dan 1 pemegang IUP eksplorasi seluas 9.433 hektar.
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Kartografi 1 di  bawah ini menggambarkan IUP yang berada di dalam kawasan hutan
berdasarkan SK.733/Menhut  -11/2014 tent ang Kawasan Hutan dan Konservasi
Perairan Kalimantan Barat.

IUP Provinsi dalam Kawasan Hutan

IUP CnC dalam Kawasan Hutan
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Kartografi 1 IUP CnC dan Non CnC 2014 dalam Kawasan hutan Sk.733/2014

Kartografi 2 IUP CnC dan Non CnC 2014 dalam Kawasan hutan Sk.733 /2014
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Dari total 387 IUP seluas 2.062.121,53 hektar dalam kawasan hutan, terdapat 201

IUP seluas 1.070.661 hektar yang telah dinyatakan CnC. IUP CnC tersebut
mencakup Hutan Konservasi 88 seluas hektar , Hutan Lindung 77.778 hektar , Hutan
Produksi 433.805 hektar , Hutan Produksi Terbatas 541.363 hektar dan Hutan Produksi
Konversi 17.616 hektar . Data kartografi dan grafik di atas menunjukkan IUP CnC
dalam kawasan hutan paling banyak berada di kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang

dan IUP Provinsi. Berdasarkan anali sis spasial dengan digitasi peta resolusi tinggi
ditemukan adanya 25 IUP yang telah melakukan pembukaan tambang dalam
kawasan hutan seluas 1.602,66 hektar. Di antara 25 IUP tersebut, 9 IUP berada
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dalam Hutan Lindung dan 16 IUP berada dalam Hutan Produksi ( Lihat Lampiran | ).
Berdasarkan Data KemenLHK, sepanjang tahun 2010 -2015 tidak satupun di antara
25 IUP tersebut yang memiliki 1zin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( Lihat Lampiran Il).

IUP CnC Kabupaten
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Earthstar Geographics SIO

Kartografi 3 IUP CnC tumpang tindih komoditas lainnya 2014

Data Kartografi 2 di atas menunjukkan bahwa tumpang tindih IUP yang telah
mendapatkan CnC tidak hanya dengan kawasan hutan, tapi juga dengan izin HGU,
IUPHHK -HT dan IUPHH -HA seluas 1.074.281 hektar . Tumpang tindih terbesar
adalah dengan izin IUPHHK -HT seluas 534.088 hektar . Adapun daerah yang
terbanyak t umpang tindih nya antara IUP CnC dengan izin ek straktif berada di
kabupaten Ketapang.

Berdasarkan data hasil analisis spasial di ata s, EoF Jaringan Kalbar melaku kan
verifikasi terhadap IUP yang telah mendapatkan sertifikat Clear and Clean (CnC).
Fokus verifikasi lapangan terutama menyangkut kriteria kedua terkait kewilayahan

Hal itu dilakukan  untuk melihat apakah penetapan status CnC sudah sesuai dengan
yang dimaksudkan oleh Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015.
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Temuan Lapangan

A. Tumpang Tindih [IUP CnC dengan Kawasan Hutan
A.1l. IUP CnC dalam Hutan Lindung
PT. Kendawangan Putra Lestari

PT. Kendawangan Putra Lestari (KPL) merupakan pe rusahaan pertam bangan bauksit
di bawah bendera Putra Grup . Perusahaan mendapatkan IUP operasi produksi
melalui SK Bupati Ketapang Nomor 253 TAHUN 2010 seluas 2.602 hektar.
Berdasarkan SK.733/Menhut  -11/2014 menunjukkan bahwa konsesi PT KPL yang
berlokasi di kecamatan K endaw angan kabupaten Ketapang berada di dalam kawasan
hutan . Perusahaan telah mendapa tkan sertifikasi ChnC  Tahap 3 oleh kementerian
ESDM. Berdasarkan data KemenLHK tahun 2015 , PT. KPL tidak memiliki izin
pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Hasil pemantauan lapangan menunjukan adanya aktivitas pertambangan dalam
kawasan hutan lindung di Sungai Tapah desa Mekar Baru kecamatan Kendawangan
kabupaten Ketapang.  Tim monitoring lapangan ~ menemukan fakta bahwa sudah tidak
ada aktivitas pertambangan , hamun terdapat 3 bekas lobang tambang di dalam
kawasan hutan lindung tersebut. Sebagian wilayah sekitar operasi tambang
merupakan hutan alam gambut dan lahan kering. Jalur untuk menuju lokasi berada

dekat areal perkebunan kelapa sawit PT. Putra Sari Lestari. Perusahaan membangun
jalan akses menuju lokasi konsesi masuk ke dalam hutan lindung yang jauh dari
pemukiman warga setempat. Namun ditemukan ada akti vitas lain yakni perambahan

di dalam kawasan hutan lindung . Terdapat pondok -pondok dan masih terdengar
suara chainsaw dari dalam kawasan hutan lindung tersebut . Selain itu, juga
ditemukan adanya jalur rel kayu di sekitar wilayah bekas operasi perta mbangan PT
KPL. Hasil foto udara menemukan adanya aktifitas pembukaan lahan oleh PT KPL d
idalam kawasan hutan lindun g Sungai Tapah seluas 11,4 hektar . Di sekitar wilayah
bekas tambang juga ditemukan pondok -pondok pembalak liar ( illegal logger ), bekas
potongan kayu balok , serta jalur rel untuk pengangkutan kayu ilegal. Saat
monitoring dilakukan, a  kti vitas penebangan kay u di dalam kawasan hutan lindung
masih berlangsung . Aktivitas ilegal tersebut dipermudah dengan a danya akses jalan
yang dibuka oleh perusahaan tambang untuk penangkutan kayu ilegal dari dalam
kawasan hutan lindung.

Berdasarkan Permenhut Nomor P.16/Menhut -11/2014 tentang Pedoman [zin Pinjam
Pakai Kawasan Hutan, pada P asal 5 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa, fidalam
kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola
pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan: 1. turunny a
permukaan tanah; 2. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen;

dan 3. terjadinya kerusakan akuiver air tanah 0. Dengan demikian, aktivitas PT KPL di
kawasan hutan lindung jelas melanggar ketentuan peraturan -perundang -

undangan yang berlaku.
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Peta Orthophoto
PT. Kendawangan Putra Lestari
di Hutan Lindung Sungai Tapah
Ketapang-Kalbar
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Peta 1 : Aktivitas bekas pertambangan dalam kawasan hutan lindung, terlihat tidak adanya
reklamasi pasca tambang. Terdapat 3 lubang tambang bekas galian bauksit.

Gambar 1 : salah satu foto temuan lapangan bekas lubang tambang PT. Kendawangan Putra
Lestari yang tidak direklamasi. Lokasi Koordinat 2°13'32.15" S; 110°15'58.59" E. Foto diambil

pada tanggal 8/3/2016
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Gambar 2 : kawasan hutan lindung di sekitar tambang mengalami kerusakan, serta adanya

aktivitas illegal logging dalam kawasan tersebut. Lokasi koordinat 2°13'32.29"
110°15'59.16" E. Foto diambil pada tanggal 8/3/2016
Gambar 3 : Bekas lobang tambang PT. Kendawangan Putra Lestari yang masuk dalam Hutan

Lindung Sungai Tapah. Foto diambil pada tanggal tanggal 8 Maret 2016
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